BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 ;

1.

2.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 ;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 19650 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) ;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400) ;




10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5268) ;




16.

17.

18.

18.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 ;




25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5694);

Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang
Tunjangan Tenaga Kependidikan;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta
Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional ; v
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/07/2008
tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi
Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
20/PMK.07/2009;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
14 Tahun 2016 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2005 Nomor 1 Seri
E), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2008

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008
Nomor 7 Seri E) ;




36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47,

48.

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2005 Nomor 2 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10
Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2006 Nomor 8 Seri E) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6
Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi
Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010
Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7
Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi
Pelelangan lkan (Lembaran Daerah  Kabupaten
Pamekasan Tahun 2010 Nomor 2 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) ;
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
Nomor 1 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 2 Seri
C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran
Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012 Nomor 3 Seri
C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2012
Nomor 4 Seri C);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 21
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan
Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2018
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2014
Nomor 8) ;

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal Perusahaan Daerah Air Minum
(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2
Tahun 2015 tentang Penambahan Penyertaan Modal
Daerah Ke Dalam Modal PT. Bank Perkreditan Rakyat

(Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015
Nomor 8);




49. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 3
Tahun 2016 tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015 (Lembaran Daerah  Kabupaten
Pamekasan Tahun 2016 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGGARAN
2016.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang semula
berjumlah Rp. 2.036.757.627.959,93 bertambah sejumlah Rp. 119.249.920.929,07
sehingga menjadi Rp. 2.156.007.548.889,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
a. Semula ....cooovvriiiiiniiiiiininnn Rp. 1.840.438.309.610,93
b. Bertambah..........ccceeeenenns Rp.  79.836.925.413,07
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan .......c.cccccceeninicins Rp. 1.920.275.235.024,00
2. Belanja Daerah
a. Semula......cccvveiiiiiiiiiinnnn Rp. 2.036.757.627.959,93
b. Bertambah........ccccooeeeenn. Rp. 119.249.920.929,07
Jumlah Belanja Setelah Perubahan......c.ccooovvveiniiiiiiiiiinnnn. Rp. 2.156.007.548.889,00
Defisit Setelah Perubahan ........coccovvviiviiiiiniiniininnnnn, Rp. 235.732.313.865,00
3. Pembiayaan Daerah :
a. Penerimaan
1) Semula ...oevveveeeiiiieennnnns Rp. 210.819.318.349,00
2) Bertambah.........cccoo...... Rp. 42.412.995.516,00
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan ..........cc............ Rp. 253.232.313.865,00
b. Pengeluaran
1) Semula ....ccooiviiiiiiiinnnn Rp. 14.500.000.000,00
2) Bertambah.........c........... Rp. 3.000.000.000,00
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ................. Rp. 17.500.000.000,00
Pembiayaan Netto setelah Perubahan........................ Rp. 235.732.313.865,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula ..covevvirniiniiiiinnns Rp. 142.771.055.750,93

2) Bertambah......ccococunnenns Rp. 7.767.569.046,07

Jumlah Pendapatan Asli Daerah

Setelah Perubahan ......ccccovvvviiiiniiiiiiiiincniirccrienccinnan. Rp. 150.538.624.797,00
b. Dana perimbangan

1) Semula ...cccovvvenerniniinnnnns Rp.1.386.091.930.060,00




2) Bertambah........cccccenunnnn Rp.  26.858.922.390,00

Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan.......... Rp.1.412.950.852.450,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula .veveviviiiriiiininnns Rp. 311.575.323.800,00

2) Bertambah........cccoeunnns Rp. 45.210.433.977,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Setelah Perubahan........euuciieeiiineeiiiiniiniiiiiiiie Rp. 356.785.757.777,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas

jenis pendapatan :
a. Pajak daerah

1) Semula ..ccocevviiiiiiiiiinnnne, Rp. 19.181.652.096,00

2) Bertambah........ccccuuunnns Rp. 2.830.674.500,00

Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan................... Rp. 22.012.326.596,00
b. Retribusi daerah

1) Semula ..ooooevviiirriirininnnn. Rp. 12.232.949.328,00

2) Bertambah.........coceeeeeein. Rp. 824.680.750,00

Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan ............. Rp. 13.057.630.078,00
¢. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1) Semula ..ioeiiiiiiiii Rp. 109.509.159.360,85

2) Bertambah .......cvveeiiiin ceieii Rp. 4.171.624.796,15

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah Setelah Perubahan...........coooviiiin Rp. 113.680.784.157,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
pendapatan :
a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula ...ooiieiiiiiiiiiiinees e Rp. 96.092.723.000,00

2) Berkurang....c.coovevviviiieens vevinieiinene e Rp. 303.094.350,00

Jumlah Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan

Pajak Setelah Perubahan..........ccccoocceiiinniin Rp. 95.789.628.650,00
b. Dana Alokasi Khusus

1) Semula .ooooviiiiiiniiiniiin Rp. 427.063.640.060,00

2) Bertambah.....cc.occvvvvinns oo Rp. 27.162.016.740,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan  Rp. 454.225.656.800,00
_ (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢
terdiri atas jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
1) Semula ...oevvrrevrriiiiiienne . Rp. 68.218.082.800,00
2) Bertambah.......ccccovrurnenn .o, Rp. 29.966.387.477,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya Setelah Perubahan Rp. 08.184.470.277,00
b. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula ....coiiivivrininiiinnn o Rp. 79.455.820.000,00

2) Bertambah.....cccccooeeeennnns oo, Rp. 13.000.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau

Pemerintah Daerah Lainnya Rp. 92.455.820.000,00
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
a. Belanja Tidak Langsung
1) Semula .....covevvneiiiiinnes Rp. 1.178.048.718.811,93
2) Berkurang.........ccooovvivennn o Rp. 59.534.650.728,93
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan Rp.  1.118.514.068.083,00

b. Belanja Langsung
1) Semula ...cocvvviviiiiiiiiinnne o Rp. 858.708.909.148,00
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2) Bertambah..........ccoceceeen Rp. 178.784.571.658,00
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan.......... Rp. 1.037.493.480.806,00
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula ...cocoviviriiiiiiiinnnn Rp. 902.235.935.969,53

2) Berkurang..........cocoeeuenes Rp. 57.415.186.254,53

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.................. Rp. 844.820.749.715,00
b. Belanja Hibah

1) Semula ............c.cceeeeeee.. Rp. 42.483.500.000,00

2) Berkurang.........cccceeenin Rp. 3.765.000.000,00

Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan..................... Rp. 38.718.500.000,00
c. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula ...ccocevniiiinnnnns Rp.  3.501.460.142,40

2) Bertambah........ccoovveuunnne Rp. 464.535.525,60

Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan........... Rp. 3.965.995.668,00
d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah

Desa

1) Semula .....cccoveviriiinnnnnin Rp. 218.872.382.700,00

2) Bertambah.......cccouunenene. Rp. 754.000.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan Rp. 219.626.382.700,00
e. Belanja Tidak Terduga

1) Semula ...ocovvvvieiiiiiinnnnne Rp. 3.073.000.000,00
2) Bertambah.........coeveeeee... Rp. 427.000.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan Rp. 3.500.000.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis
belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula ....ccceeeiveieeennnnnn. Rp. 34.307.407.550,00

2) Berkurang.........c.ccoeeeueee. Rp. 1.596.503.572,00

Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan.................. Rp.32.710.903.978,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula .....ccooveviiiiiinnnnnn Rp. 297.474.183.519,00

2) Bertambah........cccuruennene Rp. 55.375.915.562,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan..... Rp. 352.850.099.081,00
c. Belanja modal

1) Semula ...oceevveriiivnineininns Rp. 526.927.318.079,00

2) Bertambah.........cococunuen Rp. 125.005.159.668,00

Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan .................... Rp. 651.932.477.747,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :
a. Penerimaan

1) Semula ...coooeeviiiiiiiinninnns Rp. 210.819.318.349,00

2) Bertambah.......c............. Rp. 42.412.995.516,00

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan..........c.cceeeenne. Rp. 253.232.313.865,00
b. Pengeluaran

1) Semula ..cooovvviiiirrieninnnnn. Rp. 14.500.000.000,00

2) Berkurang........oooeveeunenee Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan ........cc.ccvvvvennns Rp. 17.500.000.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis

pembiayaan :
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula ..cooeveniivinniinens Rp. 210.819.318.349,00




2) Bertambah.......ccccoceeeeee. Rp. 42.412.995.516,00
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya

Setelah Perubahan ..o, Rp. 253.232.313.865,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis

pembiayaan :
Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah

1) Semula .ooveoviviiiiiiiiiniis Rp. 9.500.000.000,00

2) Bertambah.........ocoenene Rp.  3.000.000.000,00

Jumlah Penyertaan Modal Investasi

Pemerintah Daerah Setelah Perubahan ..............cccoee. Rp. 12.500.000.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri atas :

a.
b.

Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;
Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah .
dan Organisasi,

Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahaan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan
peraturan daerah;

Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun Anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan

Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan Peraturan Daerah ini.




Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Oktober 2016

Diundangkan di Pamekasan,
pada tanggal 25 Oktober 2016
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